BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa,
adanya larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan
beberapa alasan yang diberikan dari perusahaan sebagai berikut: Menghindari adanya
konfik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga
kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun. Selain konflik pribadi yang dialami
susami istri, konflik yang terjadi di kantorpun bisa membawa dampak buruk bagi
kehidupan rumah tangga. Menghindari terbongkarnya rahasia profesional perihal
pembicaraan antara suami istri di rumah serta mencegah praktik KKN (korupsi,kolusi
dan nepotisme) dengan memanfaatkan jabatan atau wewanag. Dan Menghindari
adanya unsur subjektifitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja.

Sebagai akibat hukumnya terjadi pembatasan hak bekerja yang telah diatur
dalam Pasal 27 UUD 1945, dimana hak bekerja adalah hak yang dimiliki oleh semua
orang tanpa terkecuali.

Setiap pekerja berhak mendapatkan hak-hak nya dan salah satu nya adalah Hak
atas pekerjaan, Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa
dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi,
berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di
mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya

diwujudkan.
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Karena semua hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dan tidak ada satu hak
yang lebih tinggi dari hak lainnya peningkatan satu hak tidak bisa dilakukan dengan
mengurangi hak yang lainnya. Setiap manusia memang harus bekerja guna memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik bekerja pada orang lain maupun bekerja dengan
diusahakan sendiri.

.Selain itu juga menurut penulis Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 153
ayat 1 huruf f mengalami norma kabur, karna seperti kita ketahui bahwa norma kabur
itu sendiri merupakan norma yang tidak jelas. Artinya bila dilihat dengan pasal 153
yang membuat kebijakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan
kerja karna ikatan darah atau ikatan perkawinan secara jelas juga memberi peluang
bagi pengusaha dengan adanya pengeculian terdapat pasal tersebut. Bahkan dalam
pasal 153 juga menimbulkan Konflik norma karna bertentangan dengan pasal 27
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak bekerja pada seseorang demi
sebuah penghidupan yang layak.

Dalam hal ini juga jelas menimbulkan kerugian yang nyata dan melanggar hak
konstitusional bagi pekerja/buruh itu sendiri untuk melangsungkan perkawinan.
Sebenarnya pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu
dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki
moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukannya adanya individu-individu yang
menanamkan etika yang baik tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi,
dan nepotisme dalam satu perusahaan, menurut saya hal ini sangatlah tidak beralasan
karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung dari

mentalitas seseorang.
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5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengenai larangan suami istri yang bekerja pada perusahan yang sama
sebenarnya harus dihapuskan dari perusahan-perusahan yang ada di kota kupang
karena hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak dari seseorang untuk
mendapatkan pekerjaan yang penghidupan yang layak.

2. Diharapkan agar Pemerintah lebih tegas dan juga harus menjamin bahwa
diskriminasi harus diperhatikan dalam kebijakan-kebijakan di setiap perusahan
yang mengadakan peraturan tentang larangan suami istri yang bekerja pada
perusahan yang sama karna dilihat dari keadaan social dan ekonomi dari setiap
orang.

3. Seharusnya adanya kejelasan dari peraturan-perundang-undangan sehingga

perusahaan tidak sewenang-wenangnya membatasi hak kerja dari setiap orang.
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